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KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah
memberikan kekuatan, ketekunan dan kesabaran sehingga e-Book Panduan
Penggunaan Aplikasi e-Court pada Perkara Banding Perdata akhirnya dapat
diselesaikan.

Panduan ini dibuat dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat
dari Pengadilan Negeri Bantul Kelas | A melalui pelayanan publik pada
Kepaniteraan Perdata, khususnya di bidang Upaya Hukum Banding e-Court.
Panduan Penggunaan Aplikasi e-Court pada Perkara Banding Perdata ini
berisi mengenai tata cara proses persidangan banding secara elektronik,
yang disusun secara terstruktur untuk memberikan pemahaman kepada
masyarakat. Penulis mengucapkan terimakasih kepada Ketua Pengadilan
Negeri Bantul Kelas | A Bapak Aries Sholeh Efendi, S.H., M.H., Wakil
Ketua Bapak Y.F. Tri Joko Gantar Pamungkas, S.H., M.H., Panitera Ibu Diah
Purwadani, S.H.,M.H., Panitera Muda Perdata lbu Retno Prabandari
S.H.,M.Kn., beserta seluruh jajaran Hakim,  Kepaniteraan,  dan
Kepegawaian Pengadilan Negeri Bantul Kelas | A, yang baik secara
langsung maupun tidak langsung, turut membantu penyusunan panduan
ini. Akhirnya semoga panduan ini dapat memberikan manfaat kepada
masyarakat luas mengenai penggunaan aplikasi e-Court banding.

Bantul, 24 Maret 2025

Petugas Upaya Hukum Perdata
Pengadilan Negeri Bantul

M. Reza Januar Prasetya, S.H.
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1.1.

PENGAJUAN/ PERMOHONAN UPAYA HUKUM BANDING

PENDAFTARAN BANDING ADVOKAT (PENGGUNA
TERDAFTAR)

Masuk Ke Halaman Website e-Court
Masuk ke  halaman e-Court dengan mengetik alamat

https://ecourt.mahkamahagung.go.id dan memilih tombol login pada

halaman tersebut.

e-Court Mahkamah Agung Rl

e-Filing | e-Payment | e-Summons | e-Litigation
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Gambar 1 Halaman Awal Website e-Court

Masuk menggunakan akun advokat yang telah terdaftar e-Court
(Pengguna Terdaftar) dengan memasukkan email dan password.
Pastikan telah memiliki akun e-Court advokat (Pengguna Terdaftar)

yang telah terdaftar.


https://ecourt.mahkamahagung.go.id/
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Gambar 2 Halaman Login e-Court

Setelah berhasil masuk, maka akan keluar tampilan dashboard e-Court

untuk Pengguna Terdaftar.
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Gambar 3 Tampilan Dashboard e-Court
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1.2. Menu Akun e-Court Advokat (Pengguna Terdaftar)
Pilih Menu - Pendaftaran Upaya Hukum - Banding Online

™

P
s {;‘.'-' :
3

‘é\ BASKARA NABLA PUTRA

(Fengguna Terdaftar)

151 Farkara

F  Peoodaftaran Upays Hukams =

Gambar 4 Tampilan Menu e-Court

1.3. Menambahkan Perkara Banding

Pilih tombol “Tambah Banding” di bagian atas sebelah kiri halaman e-

Court.
-~ & S B AT
Dattar Bending Online crcer ety fern
.~ bty e Fatrs Pordotr 10 Al Prrgn Peday Vet Pt s Ramt oy b \rgr B d A e

Gambar 5 Tampilan Menu Penambahan Perkara Banding
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Kemudian memilih Pengadilan Tingkat Pertama pada perkara banding
yang ingin ditambahkan. Ketik nama kota tempat pengadilan berasal

sehingga memudahkan pencarian.

MEMILIH PENGADILAN TINGKAT PERTAMA / PENGAJU

Mendafior pada Pengadilan {Kettk Nama Kota)

PENGADILAN NEGER] BANTUL .

Keterangan -

o-Court mandulcung pefayanan pandaflamn perora diberbagm pengaddan o
Indonesia Sast inl masih ban tersedia pada phan yang oda. Silahkan momith safah
safu Pengadian Negen tempat akan meodaftarkan packam

Saucara dapal mendatar pe ey paca Peogaalan yang lercanar

Gambar 6 Pemilihan Pengadilan Tingkat Pertama pada Perkara yang Diajukan Banding

1.4. Pengisian Formulir Upaya Hukum Banding Online
Setelah pemilihan Pengadilan Tingkat pertama kemudian akan muncul
tampilan perkara tingkat pertama yang dapat diajukan banding. Jika
Advokat merupakan Kuasa pada perkara tingkat pertama, maka daftar
perkara akan langsung muncul. Jika Advokat merupakan Kuasa baru,
maka dapat datang langsung ke Petugas e-Court untuk menambahkan
sebagai Kuasa dengan membawa Surat Kuasa dan alamat email akun
e-Court yang akan ditambahkan. Harap dilihat kembali batas
pengajuan Upaya Hukum Banding yaitu 14 (empat belas) hari kerja

setelah pemberitahuan putusan perkara tingkat pertama.

T
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Gambar 7 Daftar Perkara yang Dapat Diajukan Banding

Melanjutkan pendaftaran pada halaman rincian perkara dengan

memilih tombol “Daftar”
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Gambar 8 Tampilan Rincian Perkara Tingkat Pertama
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Melakukan upload Surat Kuasa pada halaman formulir pendaftaran
banding. Klik tombol “Upload Surat Kuasa” yang berada disebelah

kanan bawah.
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Gambar 9 Tampilan Formulir Pendaftaran Banding

Upload dokumen Surat Kuasa Asli yang telah ditandatangani oleh
Pemberi dan Penerima Kuasa. Pastikan dokumen tersebut memiliki

format jpg atau pdf.
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Upload Dokumen Surat Kuasa £
Judul™Nama Dokumen
conloh . Sural Kussa Chisnt A

P =

Upload hanya dipnkan bertipe gamier atsy pdf

Gambar 10 Tampilan Upload Surat Kuasa

Setelah Surat Kuasa berhasil diunggah maka tampilan halaman e-Court
akan berbentuk seperti gambar di bawah. Jika sudah, lalu pilih tombol
“Lanjut Pilih Pihak” untuk memilih pihak yang diwakilkan.
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Gambar 11 Tampilan Setelah Proses Upload Surat Kuasa
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Pilih tombol “Tambah Pemohon” yang berada di bagian atas kiri.
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Gambar 12 Tampilan Pendaftaran Pihak Permohonan Banding

Akan muncul pihak-pihak yang berperkara, baik Penggugat, Tergugat,
dan/ atau Turut Tergugat. Pilih pihak yang diwakilkan sesuai dengan
Surat Kuasa yang telah diunggah sebelumnya. Lalu pilih tombol

“Simpan”.
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Gambar 13 Tampilan Pihak yang Diwakili
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Setelah pihak yang diwakilkan berhasil disimpan, kemudian pilih
tombol “Lanjut Perhitungan Skum” yang ada di bagian bawah.
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Gambar 14 Tampilan Jika Pihak Telah Berhasil Dipilih

Tampilan halaman e-Court akan berubah menjadi halaman disclaimer
dimana pemohon harus menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku
dan melakukan pembayaran sebelum batas waktu. Pilih tombol “Setuju”

dan pilih tombol “Lanjut” untuk melanjutkan.
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Pemyataan Banding (Disclaimer)

Pada Han Senin, Tanggal 17 Oktober 2022

Alas Nama Pemohon BASKARA NABLA PUTRA | dgengan
Dormimib Eleklronik - baskaranablaputra@gmall.com

Mengajukan Pormohonan Sanding torhadap Pulusan Pongadidan
Negern Bantul dengan Nomor Perkara 7S/PR.G/2021/PN B

1. Deangan Inl saya menyatakan bahwa data yang saya rokam
{input) dan dokumen yang saya unggah sudah bonam

2 Dengon mi saya menyatakan pBahwa tefah memperoleh
persetujuan dan Prirnsipal unfuk beracara secarn  slekinonik
lerhadap perkars yang dimaksod

3 Dangan i saya menyaiakan akan melakukan pembayarsn
wabalum Senn, 17 Okober 2022,

setupu [
EZ

Perhatian ; Berkan landy colizt Setups sabeben arvta melseptkan e tasap borilatmyn

Arau Kk 1anda slang [x] pada popap umuk mengorehsi ke moal cata dan do krmen
pang ancle retam Sagul)

Gambar 15 Tampilan Disclaimer

1.5. Proses Pembayaran Panjar Perkara Banding

Setelah itu akan muncul komponen biaya banding yang

akan

mempengaruhi nilai biaya banding yang harus dibayar. Pilih tombol

“Tutup”.
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KOMPONEN BIAYA PANJAR BANDING
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Gambar 16 Komponen Biaya Panjar Banding

Selanjutnya akan muncul rincian biaya panjar perkara banding dengan

nilai total yang harus dibayarkan. Pilih tombol “Lanjut Pembayaran”

untuk melanjutkan.
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Gambar 17 Rincian Biaya Panjar Banding

Kemudian akan muncul tampilan yang berisi batas waktu pembayaran
SKUM, jumlah biaya yang dibayarkan, dan nomor Virtual Account yang
digunakan untuk melakukan pembayaran. Untuk memudahkan
pembayaran dapat dilakukan screenshot pada halaman tersebut atau
membuka email untuk melihat notifikasi dan invoice biaya panjar

banding. Pembayaran dapat dilakukan pada Bank yang tertera dengan

A,
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mobile banking, ATM, dan/ atau datang langsung ke teller bank. Pilih

tombol “Selesai” untuk melanjutkan.
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Gambar 18 Invoice Biaya Panjar Banding

Pembayaran akan terverifikasi secara otomatis oleh sistem. Namun jika
terdapat kendala, proses verifikasi dapat dilakukan secara manual

dengan mengunggah bukti pembayaran SKUM dan mengisi data lain.

Pt s



M e-Book
Panduan Penggunaan e-Court Banding
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2.1.

Gambar 19 Konfirmasi Pembayaran Manual

PENDAFTARAN BANDING PENGGUNA LAIN

Masuk Ke Halaman Website e-Court

Tata cara pendaftaran perkara banding untuk Pengguna Lain tidak jauh
berbeda dengan Pengguna Terdaftar. Yang pertama adalah dengan
masuk ke  halaman e-Court dengan mengetik alamat
https://ecourt. mahkamahagung.go.id dan memilih tombol login pada

halaman tersebut.
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e-Court Mahkamah Agung RI

e-Filing | e-Payment | e-Summons | e-Litigation

Gambar 20 Halaman Awal Website e-Court

Masuk menggunakan akun Pengguna Lain yang telah terdaftar e-Court
dengan memasukkan email dan password. Email yang digunakan
adalah email yang terdaftar pada perkara tingkat pertama saat
persetujuan e-litigasi sehingga principal tidak perlu mendaftarkan/

membuat akun baru.

@ | - Court

Logn Pendaftaran Pevkara Onlire

& Mahkamah Agung Repubilis indonesiy - 2013

Gambar 21 Halaman Login e-Court
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2.2. Menu Akun e-Court Pengguna Lain
Pilih Menu - Pendaftaran Upaya Hukum - Banding Online

#pd Zahratushalthah

{(Pengguna Lalnrya)

Gambar 22 Tampilan Menu e-Court

2.3. Menambahkan Perkara Banding

Pilih tombol “Tambah Banding” di bagian atas sebelah kiri halaman e-
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Gambar 23 Tampilan Perkara Tingkat Pertama Pemilik Akun
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2.4. Pengisian Formulir Upaya Hukum Banding Online
Setelah  menambahkan banding kemudian akan muncul tampilan
perkara tingkat pertama yang dapat diajukan banding. Harap dilihat
kembali batas pengajuan Upaya Hukum Banding yaitu 14 (empat belas)
hari kerja setelah pemberitahuan putusan perkara tingkat pertama. Pilih

tombol “LANJUT DAFTAR" untuk melanjutkan.
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WA AN S TV DA T L DY s L Y e foevng e
H 3 1 .

A Leagutis Poe B e

s Cwdataw Lpaa (e Lnde; D o
A Pvhovs >
e ) cum Seatd
. Morer Pertas & Niagge P o R Ph sk Smzn Nt Dendy
el iy A MR Siops Tooo 19 Coae 200 m

SRR pe— .

Gambar 24 Tampilan Perkara yang Dapat Diajukan Banding

Pilih tombol “Lanjut Perhitungan Skum” apabila data principal telah

benar.
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Gambar 25 Tampilan Data Pemohon Banding

Tampilan halaman e-Court akan berubah menjadi halaman disclaimer
dimana pemohon harus menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku
dan melakukan pembayaran sebelum batas waktu. Pilih tombol “Setuju”

dan pilih tombol “Lanjut” untuk melanjutkan.
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Pernyataan Banding (Disclaimer) X
L3\
a4 h
/{' ‘ﬂz‘i " N
A [

Pada Hari Senin, Tanggal 17 Oktober 2022

Atas Nama Pemohon ZAHRATUSHALIHAHdengan Domisili Elektronik :
zaahra.ts@gmail.com,

Mengajukan Permochonan Banding terhadap Putusan Pengadilan
Negeri Bantul dengan Nomor Perkara 123/Pdt.G/2021/PN Bt

1. Dengan ini saya menyatakan bahwa data yang saya rekam
(input) dan dokumen yang saya unggah sudah benar.

2. Dengan ini saya menyatakan setuju untuk beracara secara
elektronik terhadap perkara yang dimaksud.

3. Dengan ini saya menyatakan akan melakukan pembayaran

sebelum Selasa, 18 Oktober 2022.

setuju W

Parhatian : Barkan tania oxiiet Sety sebakum 3nda melanjuian ke tanap berkitya
A0 KK 13933 SHang [ D243 D00-40 UK mengioreks Keminat date dan dokumen yang i3 fekam
(inguty

Gambar 26 Tampilan Disclaimer

Selanjutnya akan muncul rincian biaya panjar perkara banding dengan
nilai total yang harus dibayarkan. Pilih tombol “Lanjut Pembayaran”

untuk melanjutkan.
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Gambar 27 Rincian Biaya Panjar Banding

Kemudian akan muncul tampilan yang berisi batas waktu pembayaran
SKUM, jumlah biaya yang dibayarkan, dan nomor Virtual Account yang
digunakan untuk melakukan pembayaran. Untuk memudahkan
pembayaran dapat dilakukan screenshot pada halaman tersebut atau
membuka email untuk melihat notifikasi dan invoice biaya panjar
banding. Pembayaran dapat dilakukan pada Bank yang tertera dengan
mobile banking, ATM, dan/ atau datang langsung ke teller bank. Pilih

tombol “Selesai” untuk melanjutkan.
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Gambar 28 Invoice Biaya Panjar Banding

Pembayaran akan terverifikasi secara otomatis oleh sistem. Namun jika
terdapat kendala, proses verifikasi dapat dilakukan secara manual

dengan mengunggah bukti pembayaran SKUM dan mengisi data lain.
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Gambar 29 Konfirmasi Pembayaran Manual
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PROSES PERSIDANGAN UPAYA HUKUM BANDING E-COURT

Proses persidangan banding online tidak memerlukan kedatangan
pihak/ advokat untuk menyerahkan dokumen fisik. Seluruh dokumen
dan proses inzage akan dilakukan secara virtual dari halaman e-Court.
Selain itu, tidak ada yang berbeda mengenai proses persidangan
banding online antara Advokat (Pengguna Terdaftar) dan Pengguna

Lain.

Melihat dan Menerima Pemberitahuan Akta Banding

Pemohon Banding tidak perlu menandatangani Akta Banding karena
yang diperlukan hanya tanda tangan dari Panitera Pengadilan Tingkat
Pertama. Untuk melihat Akta Banding pilih tombol “Lihat Akta Banding”
sedangkan untuk mencabut Permohonan Banding dapat dilakukan

dengan memilih tombol “Cabut Permohonan Banding”
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Gambar 30 Informasi Data Permohonan Banding
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2.

Termohon dan/ atau Turut Termohon Banding akan mendapatkan
pemberitahuan dari Juru Sita mengenai Permohonan Banding yang
diajukan  oleh  Pemohon Banding. Setelah  mendapatkan
pemberitahuan, Termohon dan/ atau Turut Termohon Banding dapat

melihat Akta Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding.
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Gambar 31 Pemberitahuan Permohonan Banding

Penyampaian Memori Banding

Penyampaian Memori Banding tidak memerlukan penyerahan secara
fisik ke Pengadilan, penyampaian hanya membutuhkan dokumen
digital berformat pdf yang terdapat tanda tangan kuasa/ principal di
dalamnya. Caranya adalah dengan memilih tombol “unggah” pada

kolom penyampaian memori banding.
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Gambar 32 Penyampaian Memori Banding

Setelah itu pilih tombol “browse” dan pilih file yang akan diunggah.
Kemudian pilih tombol “simpan” untuk menyimpan.
Memori Banding MOCH ADI MULYONO

Pilih File No file sslected.

Uplead hanya dijjinkan bertipe JPG/JPEG/PNG atau PDF.

Gambar 33 Memori Banding

Memori Banding akan diverifikasi oleh Panitera Pengadilan.
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Gambar 34 Memori Banding yang Telah Diverifikasi
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3. Penyampaian Kontra Memori Banding
Sama seperti Memori Banding, Kontra Memori Banding hanya
memerlukan dokumen digital berformat pdf yang telah terdapat tanda
tangan. Termohon dan/ atau Turut Termohon Banding dapat
melakukan pengunggahan dengan memilih tombol “unggah” pada
kolom Penyampaian Kontra Memori Banding. Pilih file yang akan

diunggah dan pilih tombol “simpan” untuk menyimpan.

Kontra Memori Banding SUMANI

Pilih File [T{T Wonira Mee Sanding (vf

Ugload hanya dijinkan Denipe JPGLAIPEGFNG a1y POF

Gambar 35 Kontra Memori Banding

Setelah melakukan pengunggahan, Panitera Pengadilan akan

memverifikasi dokumen Kontra Memori Banding tersebut.
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Gambar 36 Kontra Memori yang Telah Diverifikasi
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4.

Pelaksanaan Inzage (Pemeriksaan Berkas)

Para pihak diberi hak untuk memeriksa berkas perkara perdata pada
tingkat pertama. Pemeriksaan berkas dilakukan melalui e-Court tanpa
harus datang ke Pengadilan. Pemeriksaan berkas dapat dilakukan
setelah mendapatkan pemberitahuan inzage dari Juru Sita dan hanya

diberi waktu 3 (tiga) hari setelah menerima pemberitahuan inzage.
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Gambar 37 Pemberitahuan Pelaksanaan Inzage

Pengiriman Berkas Banding

Pengiriman berkas hanya dilakukan oleh Petugas Pengadilan, yaitu
maksimal 30 hari setelah Permohonan Banding sesuai dengan Buku Il
Pedoman Teknis Peradilan Mahkamah Agung. Perkara Banding e-
Court tidak memerlukan dokumen fisik dan tanda terima dari setiap
dokumen, sehingga para pihak wajib melakukan pengunggahan
sebelum batas waktu pengiriman tersebut. Pengadilan Tingkat Pertama
tidak melayani dan tidak bertanggung jawab atas keterlambatan

dokumen banding.

.
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Gambar 38 Pengiriman Berkas Banding
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PUTUSAN TINGKAT BANDING

Upaya Hukum Banding akan menghasilkan produk berupa putusan
banding yang dibuat oleh Pengadilan Tinggi. Putusan Banding akan
keluar kurang lebih 30 (tiga puluh) hari setelah pengiriman berkas

banding.

1. Pemberitahuan Putusan Banding
Para pihak akan mendapatkan pemberitahuan mengenai putusan

banding melalui Juru Sita.
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Gambar 39 Pemberitahuan Putusan Banding

2. Salinan Putusan Banding
Salinan Putusan Banding tidak memerlukan tanda tangan karena sudah
terdapat tanda tangan elektronik di dalamnya. Untuk mendapatkan
salinan putusan banding, para pihak diminta untuk membayar PNBP

yang tertera ke nomor Virtual Account yang terlampir.
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rhrruy Autaas Bandieg
~
Gambar 40 Invoice Salinan Putusan Banding
3. Penghitungan BHT dan Pengajuan Permohonan Kasasi

Persidangan elektronik melalui aplikasi e-Court saat ini baru tersedia
pada tingkat pertama dan banding. Penghitungan BHT dan batas
waktu pengajuan permohonan kasasi pada perkara banding akan
menggunakan batas waktu 14 hari kalender sejak relaas
pemberitahuan putusan banding. Jika permohonan kasasi dilakukan
setelah batas waktu yang ditentukan, maka petugas tidak dapat

menerima permohonan kasasi tersebut.
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LAMPIRAN

PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019

HETUA MAHEAMAN AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MAHKAMAH AGUNCG
REFPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

ADMINISTRAS] PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGATHLAN

Menimbang

SECARA KLEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDGNESIA,

batrwa ketentusn Pasal 2 syt (4| Undang Undang Noemor
43 Tahun 2009 tentung Kekuasann  Kehakiman
menyebutican peradilan dilakukan dengan sederhana,
cepat dun biaya ricgurs, maks periu dilskukan pembaruan
administrasi dan persdongen gune mengatasi leendala
dan hambatan dalam proses penyelenggarvan poradilang
bahwa tuntuten perkembangan saman mengharuskan
wdanya pelayanan administrasl perkuru dan persidangan
di pengndilan vang kebih etekril dan efi=zen:

paliwa keteotuan Permturan Mahkamal Agung Nemor J
Tahun 2018 tentang Adminisuas Perlara di Pengadilan
Secura Elektronic perlu disempurnakan, teratama yang
terkart dengan tela carn peruidangan secara elei ronik;
bahws berdasarkan pertimbangan sehapamana dimaksod
dadam huruf o, huraf b dan oaral ¢, perfu menotapkan
Peeaturan Mablosmah Agung teatung Administrast Periar
dan Perssdangan di Pengaefilun Secars Elektronak;



e-Book
Panduan Penggunaan e-Court Banding

Mengingnt

£l

Rogiemant op de Burgeriijke Rechivordering (Stoatsblad
Tahun 1847 Nomor 52),

Roglement Tot Regeling Yan Het Recluswezen In De
Geweston Butten Jawa En Madura (Staatablad Tahun 1927
Nomaor 227),

Het Hermiene ndonesisch Reglement (Staatsbiad Tuhun
1941 Nomor 44);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung (Lembaran Nogarn Republik Indonesa
Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembarsn Negam
Repubilik Indonesia Nomoe 3316] sebagaimons  telah
beberapa kall diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tehun 2000 rentang Perubahan Kedua atas
Undang Undang Nomer 14 Tahun 1985  tentng
Mahkumah Agung (Lembarsn Negara Repubbik Indonesia
Tuhun 200% Nomor 3, Tambuhan Lembarun Negim
Republik Indonesia Nomor 4958

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum (lembaran Negera Repubilik Indonesia Tahun 1986
Nomor 20, Tambahan Lemberan Negara  Republik
Indonesia Nomor 3327) scbagaimana telah beberapa kali
divtbah, tesakhir dengnan Undang-Undang Nomor 49 Tahun
2009 tentang Perubshan Keduas wias Undong-Undang
Nomor 2 Tabun 1986 tentang Porandilan Umum {Lembearan
Negars Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S077)

Undang-Undang Nomaoar 5 Tuhun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negars [Lembaran Negura Repubiik Indonesis
Tabun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesin Nomor 3344) sebagnimuana  teinh
bebernpa kali diubah, terukhir dengnn Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perubohan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 5 Tuliun 1986 tenang Perodilen
Tata Usaby Negara (Lembaran Negura Republik [ndonosisa
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Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negsra
Republik Indonesia Nomor 5079);

7.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Apama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3400] sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Perndilan Agama (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor
S078);

8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan
Militer [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3713);

9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4282),

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4833) scbagaimuns
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomeor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
251, Tambahan Lembaran Negars Republik Indonesia
Nomor 5952);

11, Undang-Undang Nomeor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nemor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

T TR
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12, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembearsn Negara Republik
Indonesia Nomor S038);

13, Undang-Undang Namor 48 Tahun 2009 tentang
Kekusssan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembarun
Negara Republik Indonesie Nomor 50764,

14, Poraturan Pressden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahun  Berbasiy  Elektronik |[Lembaran  Negira
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182).

MEMUTUSKAN:
Menctapkan PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG ADMINISTRASI
PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA
ELEKTRONIK,

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Mahkamah Agung inl yang dimaksod dengan:

1. Pengadilan  odalah  pengadilan  negeri,  pengadilan
wgama/mahkamah  syariysh, pengadilun  militer dan
pengadilan tata usaha negars,

2. Sistem Informasi Pengadilan adalah  scluruh  sistem
informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk
memberi  pelsyanan lerhadap pencari keadilan  yang
meliputi administrasi, pelayanan perkara dan persidangan
secam elektronik
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5.

3. Domisili Elektronik adalah domisili para pihak berupa
alamat sural elektronik yang telah tervenfikisi

4. Pengguna Terdaftar adalah advokal yang memenuhi syarat
sebagni pengguna sistem informasi pengadilsn dengan hak
dan kewajiban vang diatur oleh Mahkamah Agung,

5. Pengguna Lain adalah subjek hukum selain advokat yang
memenuhi syarat untuk menggunakan sistem inforrnasi
pengadilan dengan hak dan kewajiban yang dstur olch
Mahkamah Agung meliputi antara lain Jaksa Pengacara
Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI/POLRI, Kcjaksaan
R1, Direksi/Pengurus atou karyawnn yang ditunjuk badan
hukum (inwuse (lmwoyer, kuasa insidentil yang
ditentukan undang-undang,

6, Administrasi Perkara Sccara Elektronik  adalah
serangkaian proses penerimaan gugatan/permobhonan/
keberatan /bantahan/perlawanan /intervens, penerimaan
pembayaran, penyampaian panggilan/pemberitahuan,
jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upays
hukum, serta  pengelolaan, penyampaian  dan
penyimpanan  dokumen  perkara  perdata/perdata
agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan
menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-
masing lingkungan peradilan.

7. Persidangan Sccara Elektronik adalah serangkasan proses
memeriksa dan mengadili perkarm oleh pengadilan yang
dilaksanakan dengan dukungan teknologi informas dan
komunikasi.

8. Penggugat adalah  termasuk  pemohon/pelawan/
pembantah dalam suatu perkara,

9, Tergugat adalah termasuk termohen/terlawan/terbantah
dalam suatu perkara,

10. Dokumen Elcktronik adalah dokumen terkait persidangan
yang diterims, disimpan dan dikelols di Sistem Informasi
Pengadilan,

11. Hari adalsh hari kesja,

P T T T
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Pasal 2
Peraturan Mahkamah Agung ini dimaksudkan sebagai
landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan
persidangan secara clektronik ¢i pengadilan untuk mendukung
terwujudnya tertib pensnganan perkara yang profesional,
transparan, akuntabel, efekuf, efisien dan modern,

Pasal 3

(1) Pengaturan administrasi perkars dan persidangan secara
elektronik dalam Peraturan Mahkameh Agung ini beriaku
untuk jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha
militer dan tatik usaha negara.

(2) Penggunaan sistem administrasi perkara secara elektronik
pada tingkat banding, kasasi dan peninjauvan kembali
dapat dilaksanakan ates persetujuan para pihak dengan
ketentusn  administrasi  perikara tersebut  sudah
dilaksanakan secara elektronik di tinghkat pertama,

Pasal 4
Persidangan secara eclektronik dalam peraturan ini berlaku
untuk proses persidangan dengan  acara  penyampaian
gugatan/ permohonan / keberatan / bantahan / perlawanan /
intervensi beserta perubanhannya, jawaban, replik, duplik,
pembuktian, kesimpulan dan  pengucapan  putusan/
penetapian.

BAB 11
PENGGUNA LAYANAN ADMINISTRASI PERKARA
SECARA ELEKTRONIK

Prsal 5
(1) Layanan administrasi perkurn secarn elektrunik dapat di
gunakan oleh Pengguna Terdallar dan Pengguna Lain.
(2) Persyaratan untuk dapat menjaci Pengguna Terdaftar bag
advokat adalah:

. PNGWANNEGERIBANTUL %
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o, kartu tanda penduduk;

L. kartu keanggotaan advokat; dan

¢. berita acara sumpah advokat oleh pengadilan tinggi.

(3) Persyvaratan untuk pengguna lain adalah:

a.  kartu identitas pegawai/kartu tanda anggota, surat
kuass dan/atau surat tugas dari kementerian/
lembaga/badan usaha bagi pihak yang mewakili
kementerian /lembaga dan badan usaha;

b. kartu tanda penduduk/paspor dan identitas lamnnya
untuk perorangan; dan

c. penetapan ketua pengadilan untuk beracary secara
insidentil karena hubungan keluarga Calon Pengguna
Terdaftar dan Pengguna Lain melakukan pendaftaran
melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Pasal 6

(1) Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain berhak
menggunakan layanan administrasi  perkara dan
persidangan secara eclektronik  dengan  segala  fitur
pendukungnya,

(2) Domisili elektronik merupakan domisili yang dipilih
Pengguna Terdaftar dan  Pengguna Lain  dalam
menggunakan layanan administrusi  perkara dan
persidangan secara clektronik.

(3] Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain wajib tunduk pada
syarat dan ketentuan yang diatur terhadap penggunaan
sistemn dan pelayanan administrasi perkara, persidangan
sccara  elektronik  berbasis  teknologi informasi
berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini dan/atau
ketentuan lain sebagai pelaksana peraturan ini,

{4) Syarat dan ketentuan terkait Pengguna Terdaflar dan
Pengguna Lain diatur lebih lanjut dalam Keputusan Ketua
Msahkamah Agung.

A,
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Pasal 7
{1} Mahkamah Agung berhak melakukan verifikasi data
pendaftaran, verifikasi perubahan data, penangguhan
terhadap hak akses dan pencabutan status Pengguna
Terdallar dan Pengguna Lain.
(2) Mahkamah Agung berhak menolak pendaftaran Pengguna
Terdaftar dan Pengguna Lain yang tidak dapat diverifikasi.
(3) Mahkamah Agung berwenang menindak segala bentuk
pelanggaran yang dilakukan oleh Pengguns Terdaftar dan
Pengguna Lan  terhadap syarat dan  ketentuan
penggunaan javanan adminisirasi  perkara sccara
elektronik, yaitu berupa:
n. teguran;
b, penghentian hak akses sementara; dan
¢, penghentian hak akses permanen (penghapusan
akun),

BAB 111
ADMINISTRAS] PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN BIAYA
PERKARA SECARA ELEKTRONIK

Pasal 8
Pendaftaran perkarn oleh Pengguna Terdaftar dan Pengguna
Lain dapat dilakukan sccara elektronik melalui Sistem

Informasi Pengadilan.

Pasal 9
(1] Penggugat menvampaikan gugatan melalul Sistem
Informasi Pengadilan.
(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
disertai dengan bukti-bukti berupa surat dalam bentuk
dokumen elektranik,
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Pasgal 10
{1} Pembayaran panjar biaya perkarn ditujukan ke rekening
Pengadilan pada bank secara clektronik,
{2} Penambahan dan pengembalian panjar biaya perkara
dilakukan secara clektronik.,

Pasal 11
Penetapan, pengelolaan dan  pertanggungjawaban  biaya
perkara dilaksanakan sesual dengan Ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 12
Dalam hal pendaftaran perkara dilakukan secara clektronik,
maka Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain membayar panjar
biaya perkara sesuai dengan taksiran secara clcktronik.

Pasal 13
Pendaftaran perkara secara clektronik diproses oleh
kepaniterann pengadilan ke tahap selanjutnya  sctelab
dinyatakan lengkap melalui proses verifikasi.

Pasal 14

{1} Pendaftaran perkara upaya hukum dapat dilakukan
melalui Sistem Informasi Pengadilan,

(2} Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
pernyatasn upaye hukum banding, kasasi, peninjauan
kembali, pembayaran biaya yang diperlukan dan
penyampaian dokumen elektronik terkait,

(3) Dalam hal pendaftaran upaya hukum dilakukan secars
elektronik, keseluruhan proses pemberkasan perkara
tersebut juga dilakukan secara elektronik melalui Sistem
Informas: Pengadilan.

A, -
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BAB IV
PANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 15
(1) Pangmlan/pemberitahuan secarn elektronik disampaikan
kepada:
a, Penggugst vang melakukan pendaftaran = secara
elektronik: dan
b. Tergugat stnu pihak lain yong telah menyatakan
persetujuannya untuk dipanggil secara clektronik.
{2] Pernvataan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1] huruf b tidak berlaku dalam perkara tata usaha negam.,

Pasal 16
Berdasarkan perintah hakim, jurusita/jurusita pengganti
mengirimkan surat panggilan persidangan ke Domisili
Elektronik para pihak melalui Sistem Informas: Pengadilan,

Pasal 17

{1) Dalam hal pihak berdomisili di luar daerah hukum
Pengadilan, panggilan/pemberitahuan kepadanya dapat
disampaikan secara elektronik dan ditembuskan kepada
Pengadilan di dacrah hukum tempat pihak tersebut
berdomisils,

(2) Panggilan/pemberitahuan  secara  elektronik terhadap
pihak vang berdomisil: di luar wilayah hukum Indonesia
dilakukan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 18
Panggilan /pemberitahuan  secara  elekironik merupakan
panggilan/pemberitahuan yang sah dan patut, sepanjang
panggilan /pemberitahuan  tersebut  terkinim ke domisili
elektronik dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-
undsang.

» g
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BABV
PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 19
Hakim/hakim ketun dapat memberikan penjelasan tentang
hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara
elektronik pada sidang pertama guna kelancaran persidangan
elektronik.

Pagal 20

(1) Persidangsn  secara  elektronilk  dilakssnakan  atas
persetujusn  penggugat dan  tergugat setelah  proses
medinsi dinyatakan tidak berhasil.

(2) Dalam hal perkara yang tidek memerlukan mediasi,
persetujuan  scbagaimana dimaksud pada  ayat (1)
diberikan pada sidang yang dibadiri kedun belah pihak.

(3) Persetujuan penggugat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} secara hukum telah diberikan pada saat pendaftaran
perkars secara elektronik,

{4) Dalam perkarn tata usahn negars, jika gugatan diajukan
wecars clektronik maka tidak memerlukan persetujuan
tergugnt untuk melakukan persidangan socarn elektronik

Pasal 21

(1} Hakim/Hakim Ketua menectapkan jadwal persidangan
elektronik untuk acars penyampaian jJawsban, replik dan
duplik.

(2) Sectclah terlaksananya persidangan elektronik dengan
scara penyampaian  duplik, Hakim/Hakim Ketua
menetapkan jadwal dan acars persidangan berikutnys
hingga pembucaan putusan

(3) Jadwal persidangan disampaikan kepada para pihak
melalui Sistem Informasi Pengadilan.

(4) Persidangan sccara elelctronik dilaksanakan pada Sistemn
Informasi Pengadilan, sesual dengan jadwal persidangan
vang telah ditetapkan,

P oL &
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Pasal 22

{1} Persidangan secara elektronik dengan acara penyampaian
gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan,
dilakukan dengan prosedur:

a. para pihak wajib menyampaikan dokumen elektronik
paling lambat pada hari dan jam sidang sesuai
dengan jadwal yang ditetapkan.

b. setelash menerima dan  memerikse dokumen
elektronik tersebut, Hakim/Hakim Ketua
meneruskan dokumen elektronik kepada para pibak.

(2) Jawaban yang disampaikan oleh tergugat harus disertal
dengan bukti berupa surat dalam bentuk dokumen
clektronik.

{3) Panitern Pengganti wajib mencatat semua aktivitas pada
persidangan secarn elektronik dalam Berita Acara Sidang
Elektronik,

(4) Para pihak yang tidak menyampaikan dokumen elektronik
sesuai dengan jadwal dan acara persidangan tanpa alasan
sah berdasarkan penilaian Hakim/Hakim Ketua, dianggap
tidek menggunakan haknya,

Pasal 23

(1) Pihak ketiga dapat mengajukan permchonan intervensi
tethadap perkara yang sedang disidangkan sccara
elektronik,

{2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib
mengikuti  proses pemeriksaan  persidangan  secara
elektronik.

(3) Dalam bal pemohon intervensi tidak setuju mengikuti
proses persidangan secara elektronik, Hakim/Hakim
Ketua menyatakan permohonan intervensi terscbut tidak
dapat diterima melalul penetapan,

A, -



e-Book
Panduan Penggunaan e-Court Banding

«13 -

Pasal 24

(1) Dalam hal disepakati oleh para pihak, persidangan
pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi
dan/atau ahli dapat dilaksanakan sccara jarak jauh
melaluli  media  komunikasi  audio  visual  yang
memungkinkan semua pihak dapat berpartisipasi dalam
persidangan.

(2) Persidangan secarn elektronik scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanskan dengan infrastruktur pada
Pengadilan.

(3) Segala biaya yang timbul dari persidangan clektronik
sehagaimana dimaksud pada ayat (1] dibebankan kepada

Pengpugat,
Pasal 25
Persidangan pembuktian dilaksanakan sesuai dengan hukum
acara yang berlaku
Pasal 26

(1) Putusan/penetapan diucapkan oleh Hakim/Hakim Ketua
secara clektronik.

(2) Penguecapan putusan/penctapan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) secara hukum telah dilaksanakan dengan
menyampaikan salinan putusan/penetapan  elektronik
kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

(3} Pengucapan putusan/penetapan scbagaimana dimaksud
pada ayst (2) secara hukum dianggap telah dihadiri oleh
para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk
umun,

(4) Putusan/penetapan sebagsimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam bentuk salinan putusan/penetapan
elektronik vang dibubuhi tanda tangan elektronik
menurut  peraturan  perundang-undangan  mengenal
informasi dan transaksi elektronik.

P T T TR
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(5) Salinan putusan/penctapan  clekironik  sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) memiliki kekuatan dan akibal
hukum yang sath.

6] Pengadilan mempublikasikan putusan/penctapan untuk
umum pada Sistem Informasi Pengadilan.

Pasal 27
Persidangan sccam elektronik yang dilaksanakan melalui
Sistemn Informasi Penpadilan pada jarngan internet publik
secarn  hulum telab memenuhl asas dan  ketentuan
persidangan terbuka untuk umum sesuat dengan ketentuan

perundang-undangan,

Pasal 28

{1) Dalam hal pihak prinsipal mengganti atau mencabut
kunsa hukum atau advokat di tengah proses pemeriksaan
persidangan, harus melaporkan terlebih dahulu kepada
kepaniterasn pengadilan.

2] Kuasa hukum atau advokat penggantl scbagmimana
dimaksud pada ayat {1) harus merupakan Pengguna
Terdaftar dan/atau Pengguns Lain.

BAB VT
TATA KELOLA ADMINISTRASI PERKARA SECARA
ELEKTRONIK

Pazal 29

(1] Panitera pengadilan berwenang dan bertanggung jawab
untuk melalukan pencatatan dan pendaftaran perkara
secara elektromb.

(2] Kepaniteraan pengadilan melakukan pencatatan dan
perekaman  informasi perkara di  Sistem Informasi
Pengadilan.

(3) Informasi perkara yang ada di dalam Sistem Informast
Pengadilan memilili kekuatan hukum yang same dengan

A,
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buku register dan jurnal keuangan perkara sesua dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30
(1) Paniters Pengganti melaksanakan proses minutast berkias
persidangan  berdasarkan  dokumen  elektronik  yang
tersimpan pada Sistem Informasi Pengadilan.
2] Ketentuan mengenal susunan berkas persidangan sesuis
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31
{1} Pengadilan yang telah  sepenuhnya menerapkan
pencatatan register dan jurnal keuvangan perkara secarn
elektronik dalem Sistemn Informasi Pengadilan maka;
& tdak perlu mengisi dan menggunakan buku regster
dan jurnal keuangan perkara secara manual;
b, harus menvampaikan laporan  perkarn  secara
elektronik; dan
¢. harus melakukan audit perkara secam periodik
2] Pelaporan dan audit perkara sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) dilakukan sesuai dengan ketentuan permturan
perundang-undangan,

Pasal 32

(1) Pengadilan menerima informasi, data dan dokumen
clektronik terkait perkara dan mengelolanya secarn
terpadu dalam Sistem Informasi Pengadilan.

2] Dokumen elektronik scbagaimana dimaksud pada ayal (1)
dalam format dokumen olah kata dan/atau format suara
maupun video.

(31 Dokumen elektronik yang diterima dalam Sistem Informasi
Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
dokumen elektronik gugatan, juwaban, replik, duplik,
permohonan intervensi, kesimpulan dan pindaian bukti

sural,

T &
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(4) Kepaniteraan Pengadilan mengarsipkan data  dan
dokumen elektronik terkait perkarn yang telah diputus
dan berkekuatan hukum tetap secara terpadu.

Pasal 33
Ketua/Kepala Pengadilan bertangeung jawab atas pelaksanaan
dan pengawnsan terhadap proses, layanan administrasi
perkara dan persidangan secara elekoronilc

Pasal 34
Mahkamah Agung menetapkan standar format dekumen
elektronik yang diunggah oleh Pengguna Terdaftar dun/atau
Pengguna Lain ke dalam Sistem Informasi Pengadilan.

BAB VIl
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35
Ketentuan hukum acara dan ketentuan lainnya terkait
administrasi perkara dan persidangan tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung inj,

BAB VIl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

(1) Pelaksanaan persidangan secara elektronik di Pengadilan,
dilakukan secara bertahap berdasarkan keputusan Ketua
Mahkamah Agung.

2] Sekretaris Mahkamah Agung dan Direktur Jenderal Badan
Peradilan menetapkan persturan pelaksana dan/stau
perubahan ketentuan administrasi  perkara  yang
diperlukan sesuat dengan karakteristik layanan dan
perkara setiap peradilan untuk memastikan keberhasilan
pelaksanaan Peraturan Mahkamah Aguny ini

o PENGADLANMGEROBMNIGEASIE e
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Pasal 37

Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku
semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di
Pengadilan Secara Elektronik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 454) dinyatakan tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam
Peraturan Mahkamah Agung ini.

Pasal 38
Pada saat Permturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku,
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 454} dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku,

Pasal 39
Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal 19
Agustus 2019,
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Agut setiap  orang  mengetahuinya, memerintahlan
pengundungan  Peraturan  Mahkamah  Agung inl dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Apuastus 2019

KETUA MAHKAMAK AGUNG
REPUBLIK IKDORESIA,

d

MUHAMMAD HATTA AL

Diundangkan di Jakarta
pada tangpsl 8 Agustus 2019

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MARUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EXKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 5%4

SALINAN SESUAI DERGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS

RUSAN ADMINISTRASI
H AGUNG
\REPUBLIK INDONESIA,
fof i '4 Q

ABDULLAH

o PENGADIANMiGERRGMNLMEWSIS s
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KETUA MAHKAMAH AGUNG
REFPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Nomar - 2717 KMA/SK/X11/ 2019

TENTANG

PETUNJUK TEENIS ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN
DI PENGADILAN TINGEAT BANDING, KASASI DAN PENINJAUARN
KEMBALI SECARA ELEKTRONIK

KETUA MAHKAMAH AGUNG REFPUBLIK INDONESIA,

Menimbing fowe bubwa Peraturan Mublamah Agang Nomer |
Tahun 2019 tentang Administias: Perkara dan
Persidungan di Pengadilan Secara Elcktronik
mumerluksn penjaluean dan petunjulk teknis
yang lebih nnci untuk  memudabkan
pemahamuan dakm membenkan pelayaoan
edministrasl perkara dun  perwidangan i
pengadilan  tingkat bunding, kasas: dan
peninjaurn Kemball yang lebih efeltif dan
. elisien;

b bahwa untuk Keseragaman pelaksanaonn
adminintrani  perkarm  dan  persidungan  di
pengadilan  tinglant  banding, kasami  dun
peninjaunn kembali perlu dibust petunjuk
tekatisg;

<.  bahwn berdasarkan pertmbangan
sebapaimana dimaksud dadarms hurul o den
hurul b, porlu menctapkan Keputusan Ketus
Mahkamah Agung temang Petunjuk Toknis
Ardministrasl Perikara  dan  Persidangnn  di
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Mengingat

MENETAPKAN

KESATU

o

Pengadiilan Tingkat Banding, Kasasi dan
Peninjauan Kembali Secara Elektronik;

I. Pemturan Mahkamah Agung Nomor | Tahun
2019 tentang Administrasi Perkara dan
Persidangan di Pengadilan Secara Elcktronil,

2. Kepurtusan Ketus Mahkamah Agung Nomaor
269 /KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola
Teknologi  Informasi dan Komunikasi di
lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan di bawshnya;

3. Keputusan Ketua Mahkamsh Agung Nomor
I29/KMA/SK/VIII /2019 tentang  Petunjuk
Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan
di Pengadilan Secara Elektronik;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
TENTANG PETUNJUK TEKNIS ADMINISTRASI
PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN
TINGKAT BANDING, KASAS! DAN PENINJAUAN
KEMBALI SECARA ELEKTRONIK.

Menetapkan dan memberlakukan Petunjuk Teknis
Administrasi  Perkarsn  Dan Persidangan D
Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi Dan
Peninjauan Kembali Sccara Elcktronik
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan  dari

keputusan ini.
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KEDUA ¢ Pada sant Keputusan ind mular berlaku semua
peraturan peluksansan maupun petunjuk teknss
terkuit  pdministrasi  perikarn pada  pengadilan
tingknt banding, knsast dan peninjauan kembali
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
keputusan inl

KETIGA ¢ Keputusan  inl mulal  berfaku  sejuk  tanggal
ditetupkan.

Ditetupkan di Jakarta
Pads tungial 31 Desember 2019

KAMAH AGUNG
BLIK INDONESIA,

SALINAN : Kepatusan ini disampaikan kepada

Wakil Ketua Mahkamah Agung Rl Bidang Yudisiul,
Wakil Ketun Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
. Para Ketua Kamar Mabhkamah Agung RI;

Para Eselon 1 di lingkungan Mahkamah Agung RI;

. Para Ketua [ Kepala Pengadilan Tinglat Banding;

Para Kepala Biro di lingkungan Badan Urusen
Administrasi Mohkamah Agung RI;

. Para Ketun/Xepala Pengadilan Tingkat Pertama.

o s

-t
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 271/KMA/SK/XII/2019
TANGGAL : 31 Desember 2010

PETUNJUK TEKNIS ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN
DI PENGADILAN TINGKAT BANDING, KASAS] DAN PENINJAUAN

KEMBALI SECARA ELEKTRONIK

A.  Ketentuan Umum
A.l, Definisi
Dalam Petunjuk Teknis ini, yang dimaksud dengan:

1.

3.

Sistern Informasi Peneclusuran Perkarn selanjutnya discbut
SIPP  adalah sistem mformasi vang digunakan oleh
Pengadilan untuk memberi pelayanan terhadap pencard
keadilan vang meliputi administrasi dan pelayanan perlara
serta berfungst sebagai register elektronile,

Aplikasi e-Court adalah aplikasi vang digunakan untuk
memproses  gugatan, gugatan  sederhana,  bantahan
permohonan, pembayaran  biaya perkars., melakukan
panggilan sidang dan pemberitahuan, persidangan, putusan
dan upave hulium secars slektronik serta layanan aplikasi
perkara lainnya yang ditetapkan Mahkamah Agung, yang
terintegrasi dan tidak terpisahkan dengan Sistem Informasi
Penelusuran Perkara,

Upava Hukum Secara Elektronik adalah pengajuan upaya
hukum secbagaimana ketentuan peraturan  perundang-
undangan dengan mempergunakan Aplikasl e-Court.
E-SKUM adalah Surdt Kuasa Untuk Membayar berisi
taksiran biaya panjar yang dihssilkan secara elektronik
melaiul Aplikasi e-Court.
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5. Panggilan Elektronik adalah dokumen panggilan yang
dihasilkan secara otomatis oleh Aplikasi e-Coawt dan
dikirimkan sccara clektronik oleh pengadilan kepada para
prhak.

6. Pemberitahuan Elektronik adalah dokumen pemberitahuan
vang dihasilkan secarn otomatis oich Aplikasi e-Court dan
dikirimkan secara elektronik oleh pengadilan kepada para
prhis,

7. E-Register adalah aplikasi pencatatan perkara secara
elektronik yvang merupakan bagian tidak terpisabkan dar
aplikasi Sistem Informasi Penclusuran Perkara.

8. Pengguna Terdaftar adalah advokat vang memenuhi syarat
sebagai pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak
dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung,

9. Pengguna Lain adalah subjck hukum seclain advokat yang
memenuhi syaral untuk menggunakan sistemn informasi
pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh
Mahkamah Agung,

10. Pemohon adalah pemohon upaya hukum secara clektronik.

11, Hari adalah hari kerja.

A2, Ruang Lingkup
Ruang lingkup upaya hukum yang dapat dimohonkan pada
aplikasi e-Cowrt meliput:
&  banding;
b, kasasi; dan
¢.  peninjauan kembali,

A3, Syaral
1. Pemohon yang dapat mengnjukan upaya hukum secara
clektronik sdalah Pengguna Terdaftar atan Pengguna Lain

yang;

P T T T
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a. scjak tingkat pertama beracara secara elektronik; dan
b. telah mendapatkan salinan putusan clektronik dari
aplikasi e-Court;
2. Pemochon mengajukan upaya hukum secara elektronik dalam
lengeang  waktu  sesuai ketentuan  dalam Peraturan
Mahkamah Agung dan Keputusan ini.

B. Biaya Upaya Hukum Secara Elektronik
1. Upaya hukum diterima dan diproses oleh pengadilan tingkat
pertama setelah biaya perkara upaya hukum dibayar lunas
oleh pemohon,
2. Biaya upaya hukum ditentukan oleh e-SKUM.
Pemohon membayarkan panjar biaya perkara upaya hukum
sccara clektronik sesuai prosedur dalam aplikasi e-Court
4, Komponen panjar biaya upaya hukum secara elektronik
meliputi:
1) Biaya pendaftaran upaya hukum;
2) Biaya proses;
3) Biaya upaya hukum yang dikirim ke pengadilan tingkat
banding atau Mahkamah Agung;
4) Pemberkasan perkara;
3) Biaya transfer;
6) PNBP pemberitahuan upayva hukum;
7) PNBP penyerahan memori upayva hukum;
8) PNBP penyerahan kontra memori upava hukum,;
9) PNBP inzage:
10) PNBP pemberitahuan putusan kepada para pibak;
1 1) PNBP pencabutan upaya hukum.
5. Panjar biaya untuk angka 4 poin 9 dan 11 akan
dikembalikan jika tidak digunakan,

o mNeMUNESEBNTUL
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C. Administrasi Upays Hukum Secara Elektronik pads Pengadilan
Tingkal Pertama
C.1. Pernyataan Upayva Hukum dan Pembayvaran Secara Elektronik
. Pemochon mengajukan pernyataan upaya hukum dan
pembayaran melalui aplikasi e-Court.
2.  Pernyataan upaya bukum ditindaklanjuti oleh pemohon
dengan membayarkan biaya perkara sesuai  dengan
perhitungan e-SKUM pada aplkasi e-Court.

C€.2, Administrasi Permohonan Banding

1. Permochonan banding disjukan setelah putusan pengadilan
tingkat pertama diucapkan secara clektronik dalam tenggang
waktu 14 (empat belas| hari.
Pada harn pengadilan menerima notifikasi pelunasan

o

pembayaran, kepaniteraan pengadilan tingkat pertama:
a, menerbitkan akia pernvataan banding secara eiecktronik;
b. mencatat permohonan banding tersebut dalam Register
Induk Perkars dan Register Banding dalam sistem
informasi pengadilan;
¢, memberitahukan  permohonan  banding  kepada
termohon secara elektronik.

3. Dalam hal pemohon mengajukan memorl banding,
kepaniteraan pengadilan menyampaikan pemberitahuan
memori banding kepada termohon melalui aplikasi e-Court
paling lambat 2 [dua) hari selelab memori banding diterima
pengadilan.

4. Dalam hal termohon mengajukan kontra memori banding,
kepaniteraan  pengadilan menyvampaikan pemberitahuan
kontra memori banding kepada pemchon melalui aplikasi e-
Court paling lambat 2 {(dua) hari setelah kontra memori
banding diterima pengadilan.
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5. Kepaniteraan pengadilan memastikan scluruh dokumen
elektromik berkas perkara (Bundel A dan Bundel B) termuat
dalam aplikasi e-Court,

6. Pengadilan memberikan kesempatan kepada para pikak
untuk memeriksa (inzage] berkas perkara banding melalui
aplikasi e-Court, selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal
pemberitahunn memeriksa berkas perkara banding,

7. Dalam kurun waktu tersebut para pihak {pemohon dan
termohon)  memiliki  kesempatan  untuk  memberikan
tanggapan apabila terdspat berkas vang dianggap tidak
lengkap, sclanjutnya pengadilan barus menindaklanjuti atau
melengkapinya.

8. Selurubh proses pemerikssan berkas perkara banding dan
tanggapan para pihak dilakukan secara elektronik dalam
aplikast e-Court.

9. Berkas perkara banding dikirim secara clektronik melalui
aplikasi e-Court oleh pengadilan tingkat pertama kepada
pengadilan tingkat banding paling lambat pada hari ke 20
(dua puluh) seielah permohenan banding diajukan olch

pemohon,

- Administrasi Permeohonan Kasasi
1. Permohonan kasasi diajukan melalui aplikast e-Court dalam
lenggung waktu 14 (empat belas| hari setclah pemohon

o)
w

menerima salinan putusan elektronik pengadilan tinglat
handing.

2. Permohonan kasasi untuk perkara tertentu diajukan dalam
tenggang waktu vang diatur sccara khusus dalam peraturan
perundang-undangan terkait.

3. Pada hari pengadilan menerima notifikasi pelunasan hiaya
kasasi, kepaniteraan pengadilan tingkat pertama:

#. menerbitkan akta pernyataan kasasi secara elektronik;
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b, mencatat permohonan kasasl tersebut dalam| Register
induk Perkara dan Register Kasasi dalam sistem
informasi pengadilan;

¢. memberitahukan permohonan kasasi kepada termohon
secara elektronik.

4. Pemochon menyampaikan memori kasasi melalui af:likasi e-
Cowrt paling lambat 14 {empat belas) har setelah pengajuan
permohonan kasasi,
5, Dalam hal pemohon kasasi tidak mengajukan memari kasasi
dalam tenggang waktu yang ditentukan, ngadilan

mengeluarkan penetapan secara elektronik, permohonan
kasasi tidak memenuhi syarat formil dan berkas| perkasa
kasasi tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung.

6. Penclapan scbagnimeana dimeksud pada angka 5,
diberitahukan kepada para pihak secara elektronik,

7. Kepaniteraan pengadilan menyampaikan pcmbclritahuan
memori kasasi kepada termohon kasas: melalal afyliknsi e
Court paling lambat 2 (dua) hari setelah mcmol' leasasi
diterima pengadilan.

8. Dalam tenggang waktu paling lambat 14 {empat bﬁ!as) hari
setelah menerima memon kasasi, termohon kasasi dapat
mengajukan kontra memaorn kasasi, ‘

9. Dalam hal termohon mengasjukan kootra memorl kasasi,
Kepaniteraan  pengadilan  menyampaikan pembc;'imhuam
kontra memori kasasi kepada pemohon melalui aﬁlikasl e-
Court paling lambat 2 (dua) hari setelah kontral memori
kasasi diterima pengadilan, ‘

10. Kepaniteraan pengadilan memastikan seluruh dokumcn
elektronik berkas perkara kasasi (Bundel A dan Bundel B)
termuat dalam aplikasi e-Cowst. ’

11. Berkas perkara kasasi dikirim secara clektronik melahai
aplikasi e-Court oleh pengadilan tingkat pertama kepada
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Mahkamah Agung paling lambat pada han ke-30 {tga puluh)
setelah permohonan kasasi diterima pengadilan,

C.4. Administrasi Permohonan Peninjauan Kembali

1. Permohonan peninjauan kembali disertal alasan-alasan
peninjavan kemball (memon peninjauan kemball) diajukan
melalui aplikasi e-Court dalam tenggang waktu sesuai
dengan peraturan perundang-undangan,

2. Pada hari pengadilan menerima notifikasi pelunasan biaya
permohonan peninjauan kembali, kepaniteraan pengadilan
tingkat pertama:

a. menerbitkan akta pernyataan  peninjauan  kembali
secara elektronik;

b. mencatat permohonan peninjauan kembali tersebut
dalam Register Induk Perkara dan Register Peninjauan
Kembali dalam sistem informas: pengadilan;

c. memberitahukan permohonan peninjausn kembali
beserta memori peninjauan kembali kepada termohon
secara clektronik, paling lambat 2 (dua) hari setelah
memori peninjauan kembali diterima pengadilan.

3. Dalam hal permohonan peninjauan kembali diajukan atas
alasan bukt baru (nrovum), kepanitersan pengadilan
memanggll pemohon secara elektronik untuek pengambilan
sumpah penemuan bukti baru yang dituangkan dalam berita
acara sumpah.

4. Dalam hal termohon mengajukan kontra memori peninjauan
kembali, kepaniteraan pengadilan menyampailkan
pemberitahuan kontra memori peninjauan kembali kepada
pemohon melalui aplikasi e-Court paling lambat 2 (dua) har
setelah  kontra memori peninjauan  kembali  diterima

pengadilan.
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5. Kepanitersan pengadian memastikan seluruh  dokumen
elektronik berkas perlcara peninjauan kemball (Bunde! A dan
Bundel B) termasuk berita acars sumpah penemuan bulkti
baru termuat dalam aplikasi e-Court

6. Berkas perkara peninjauan kembali dikirim secara elektronik

melalui aplikasi eCowrt olch pengadilan tingkat pertama

kepada Mahkamah Agung paling lambat pada hari ke 30 [tiga
puiuh) setelah permchonan peninjavan kembali diterima
pengadilan,

D, Pengelolaan Dokumen Elektronik Upaya Hukum
D.1. Otentikas: dan Integritas Dokumen Elektronik

1. Dokumen elekironik upaya hukum yang otentik dan
berintegritas merupakan svarat terlaksananya upayit hukum
secara clektronik, oleh karenanya pengadilan  tingkat
pertama  menjamin  oleniikasi dan  integritas  dokumen
clektronik.

2. Selurubh dokumen elektronik yang telah diperiksa dan
dinyatakan “sesual dengan aslinys” dalam persidangan,
maka dianggap sebagai dokumen elektronik yang otentik dan
berintegritas,

.2, Penyimpanan Dokumen Elektronik

1. Pengadilan tingkat pertama menylmpan dokumen ¢lektronik
berkans upayvid hukum pada server lokal pengadilan sebagai
sulinan (back wpf.

2. Dalam hal werdapat berkas perkara Bundel A dan Bundel B
dalam bentuk cetsk, pengadilan tingkat pertama wajib
menyimpannya  secara balk  untuk  sewalktu-waktu
dibutuhkan /digunakan kembali,
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E. Proscdur Upaya Hukum Secarn Elektronik pada Pengadilan

Tingkat Banding atau Mahkamah Agung

I, Pengadilan tingkat banding atau Mshkamah Agung
menerima  permohonan dan berkas upaya hukum yang
dikirimlcan oleh pengadilan tingkat pertama dalam aplikasi
e-Court.

2. Pengadilan tingkat banding atau Mahkamah Agung
memeriksa keélengkapat berkas dekumen elektronik tersebut
sesuai dengan ketentuan yang bertaku,

3. Dalam hal ditemukan ketidaklengkapan berkas/dokumen,
Pengadilan  tinglkat banding  atau  Mahkamah Agung
memberikan notifikasi/pemberitahuan  secara  elektronik
kepada pengadilan tingkat pertama mengenal hal-hal yang
harus dilengkapi. Seluruh korespondensi antara pengadiian
tersebut dilakukan di dalam aplikasi e-Court.

4, Dalam hal berkas upaya hukum dianggap telah lengkap,
kepaniteraan pengadilan tungkat banding atau Mahkamah
Agung memberikan notifikasi/ pemberitahuan dalam aplikasi
e-Court dan menindaklanjuti proses penanganan perkara

upava hukum sesuai ketentuan vang berfaku.

F. Pemeriksaan Tambahan oleh Majelis Halkim Upaya Hukum

I, Dalam hal Majehs Hakim tingkat banding, kasasi atau
peninjauan  kembali  berpendapat  perlu dilakukan
pemerniksaan tambahan, maka Majelis Halkim
memerintahkan melalui putusan sela secarn elektronik
untuk melakukan pemenkssan tambahan  kepada
pengadilan tingkat pertama,

2.  Perintah putusan sela tersebut disampaikan oleh panitera
pengadilan tingkat banding atau panitera Mahkamah Agung
kepada pengadilan pengaju.

A o
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3. Hasil pemeriksaun tambahan dituangkan ke dalam suatu
berita acara yang diunggah ke dalam aplikasi e-Court uniuk
dikirimm kembali ke pengadilan tingkat banding atau
Mahkamah Agung selanjutnya diteruskan kepada Majehs
Hakim yang memeriksa perkaranya.

G, Pencabutan Upaya Hukum

i. Pemohon dapat mengajukan pencabutan permohonan upaya
hukum melalui aplikasi e-Court.

2. Dalam hal permohonan pencabutan upaya hukum diajukan
sebelum  berkas perkara dikirim ke pengadilan tngkat
banding ateu Mahkamah Agung, pengadilan tingkat pertama
tidek mengirimkan berkas perkara  tersebut  dan
kepaniteraan pengadilan tingkat pertama menerbitkan akta
pencabutan secara elektronik dan akta peneabutan tersebut
diberitahukan kepada para pihak

3. Dalam hal permohonan pencabutan upaya hukum diajukan
setelah pengiriman berkas perkara ke pengadilan tingkat
banding atau Mahkamsh Agung, maka permohonan
pencabutan tersebut diperniksa dan diputus olch majelis
hakim.

H. Putusan dan Salinan Putusan
H.1. Putusan

1.  Putusan pengadilan tingkat banding atau Mahkamah Agung
diucapkan oleh Hakim Ketua secara elektronik,

2.  Pengucapan putusan schagaimana dimaksud pada angka 1
{satu) secara hukum telah dilaksenakan dengan
menyampaikan salinan putusan elektronik dalam format pdf
kepada pengadilan peogaju  melalui  Sistem  Informas:
Pengadilan,
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3. Putusan scbagaimana dimaksud angka 1 {satu) dituangkan
dalam bentuk salinan putusan ciektronik yang dibubuhi
tanda rangan elektronik menurut peraturan perundang-
undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik:

4. Pengadilan pengaju menvampaikan pemberitabuan putusan
kepada para pithak melalui aplikasi e-Court paling lambat 14
(empat belas) hari setelah pengucapan putusan,

H.2. Salinan Putusan

1. Salinan putusan dibubuhi tandatangan elektronik menurut
peraturan perundang-undangan.

2, Salinan putusan elektronik memiliki kekuatan dan akibat
hukum yang sah dan mengikal.

3. Dalam hal para pihak meminta salingn putusan dalam
bentuk cetal, permintsan disampaikan kepada pengadilan
tingkat pertama,

4. Salinan putusan clektronik maupun cetak dikenskan PNBP
dan materai vang dapat dibayarkan sccara elektronik.

I.  Penutup
Hal-hal yang belum diatur dalam petunjulk tekmis ini akan diatuy
kemudian oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan masing-masing
dan/atau olch Kepaniternan Mahkamah Agung,

B
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